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TEI{TANG

STANDAR PEL/\YAITATI PERIZINA-IT DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PEITAITA.}IA.IT MODAL DAIT PEL/\YANAN TERPA.DU SATU PINTU

I{ABUPATEN BALAITGAN

Menimbang

BUPATI BAL/u{GAII,

:a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan

.Mengingat : 1.

Pemerintan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan aparatur kepada masyarakat serta untuk
mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban,
tanggungjawab dan kewenangan seluruh pihak terkait
dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Baiangan, maka
di pandang perlu menetapkan Standar Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan tentang
Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Balangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor
22, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 20O9
tentang Pelayanan Publik (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 112, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

b.

2.

3.



kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 20O8
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1657);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklator Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 1906);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2Ol7 Tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 615);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 1 Tahun 2O2O tentarrg Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukaa dan Susunan perangkat
Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten
Balangan Nomor 123);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

ilEMUTUSKAIT :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BAI-A,NGAN.



KESATU

KEDUA

KETIGA :

KEEMPAT:

KELIMA :

Standar Pelayanan Pertzinan Dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten, adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Balangan, sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, meliputi :

A. SERVICE DELIVERY.
1. Persyaratan
2. Sistem dan Mekanisme Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan

B. MANUFACTURING;
1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Jumlah Pelaksana
5. Pengawasan Intemal
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Standar Pelayanan Peirzinan dan Non Perizinan
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini juga
berlaku untuk penyelenggaraan pelayanan perizinal dan
non perizinan secara elektronik;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 28 Oktober 2O20

Balangan,

t':
d



l,ampiran : SK Kepala DPMFTSP Nomor :188.45/045/DPMPTSP-BLG/TAHUN
2020 'lentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

Jenis Pelayanan : 1. PELIIYAIIAII PEItDAilPInGAIt PERIZnIA]I BERUSAIIA OlYLlliIE

PENYAMPAIAN I'ELAYANAN { SERVICE DELIVER
NO KOMPONEN URAIAN
I 2 3

1. Persyaratan a. Mengajukan surat permohonan 1"ang ditujukan kepada

Kepala DPMPTSP diatas materai

b. Nomor IndukKependudukan

c. Akta l'endirian {untuk pemsahaan nonperseorangan)

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuaii untuk Izin

Usaha Mikro

e. Email Perusahaan yang aktif.

f. Surat Kuasa bagi yang pengurusannya diwakilkan.

2. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

Pemohon Meminta Informasi Penzinan Berusaha ke

Costumer Service tentang Perizinan Berusaha Online

Customer Service Memberikan Informasi Persyaratan

Pendarnpingan Pelayanan OSS dan Diteruskan ke Flont.

Office

Front OIIice Mendampingi Pemohon untuk Pengisian Data

Usaha Pada Aplikasi OSS sampai Penerbitan NIB, Izin

Usaha atau Izin Operasional yang Belum Memenuhi

Komitmen

b.

Ghb 3. Jangka
wal<tu
Penyelesaian

Maksimal I (satu) hari kerja sejak permohonan yang
dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan

4. tsiaya/ tarif Rp.0,0O (Nol rupiah)

5. Produk
Layanan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

6. Penangana,n
PengzLduan,
Saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. Langsung dengal mengisi Form;

b. Website: http://dpmptsp.balangankab.go.id;

c. Email: dpmptsp.balangan@gmail.com;

d. Telepon: {0526) 2O'28Ila1'

e. Faximili: {O5261 202a1l4;

f. WhatsApp: 08 I2567 I 335

Ruang lingkup penanganan pengaduan yarrg dilayani

meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan pelayanan;



b. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan;

c. pe nya'lqtrgunaan Eewenang dalam pelayanan;

d. hambatan dalam peiayanan; dan

e. korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak

terbatas pada gratifrkasi dalam kegiatan pelayarial.

Prosedur penanganan pengaduan adalah:

a. Verifrkasi pengaduan;

b, 'Iindak lanjut pengaduan; dan

c. Penjel,asan tindak lanjut pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan pengaduan, saran

dan masukan adalah:

a. Petugas Front Ollice;

b. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi l,ayanan;

c. Kepala Bidang Pengaduan, Kebi.iakan dan Pelaporan

Layanan;

d. Seketaris DPMPISP dan Kepala Bidang lainnya; dan

e. Kepala DPMP|SP.

Sarana dan prasarana yang digunakan pada proses

penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

a. Ruang pengaduan;

b. Kotak sa-ran;

c. Perangkat komputer yang dilengkapi internet; dan

d. Telepon/faximili.

Unit organisasi yang mengampu tugas penanganan

pengaduan, saran dan masukan adalah: Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pel,aporan Layanan



KOMPONEN MANUFACTURING
NO KOMPONEN URAIAN
I 3
1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah No.S Tahun 2O2l Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Sarana,
Prasarana, dan/
atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan
b. Ruang laktasi dan disabilitas;
c. Ruang pengaduan;
d. Ruang perpu stakaan;
e. Musholla:
f. Toilet untuk umum dan disabilitas;
g. Halaman parkir roda 2 dan roda 4 untuk umum dan

khusus disabilitas;
h. Tangga landai untuk disabilitas;
i. Area bermain anak;
j. Meja dan kursi;
k. Rak arsip;
L Perangkat komputer yang dilengkapi internet dan aplikasi

perizinan online;
m. Papan informasi elektronik;
n. Standing banner infonnasi perizinan;
o. Sistem antrian;
p. Kotak saran;
q. Ieallet;
r. Media informasi;
s. AC;
t. Televisi;
u. Jaringan wifi umum;
v. Telepon/faksimili;
w. Kursi roda;
x. Minuman gratis;
v. Tempat charge handphone.

3. Kompetensi
Pelaksana

a, Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan,
dan santun);

b. Menguasai Standar Operasional Prosedur pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

c. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-
undangan terkait perizinan dan nonperizinan;

d. Merniliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik;

e. Mampu berkomuoikasi secara lisan dan tertulis dengan
baik;

f. Ma:npu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
g. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
h. Mampu mengoperasikan komputer dan perangkatnya;

dan
i. Memahami penggunaan aplikasi periztnan online

4. Pengawasan
Internal

Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik
melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu
pada keadaan mendesak;
Dilakukan langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV
yang dapat dipantau dari ruang ke{a Kepala DPMPTSP;
dan
Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan
atau nonperizinan dan/atau melaksanakan rapat Tim
Teknis kemudian melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

b.

5- Jurrlah
Pelaksana

Petugas Customer Service dan Front Oflice (2 orang).

t) Jalninan
Pelavanan

a. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan
yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta



didukung dengan SDM yang berkompeten dibidangnya
serta sarana dan prasarana yarrg memadai;

b. Melayani tanpa ada gpatifrkasi; dan
c. Jaminan pelayanan bagi pemohon disabilitas

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kabupaten
Balangan, memiliki nomor registrasi serta telah
digandakan sebagai arsip;

b. SK dibubuhi talda tangan serta cap basah, sehingga
dijamin keasliannya; dan

c. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan s€rngat
diutamakan bebas dari pungutan liar. Untuk perizinan
yang dikenakan tarif retribusi, DPMPTSP hanya
menerima bukti setor dari pemohon izin, yang mana
bukti setor tersebut merupakan salah satu syarat untuk
oenerbitan izin.

8.
Evaluasi Kine{a
Pelaksana

Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan
minimal kinerja 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dan
selanjutnya akan Pelaksana dilakukan upaya perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelavanan.



Jenis Pelayanan : 1. IIZII| TOKO ALI\T XTSEIIATAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERWCE DELMERY
NO KOMPONEN URAIAN

1 2
l. Persyaratan a. Nomor Induk Berusaha(NlB);

b. Izin Toko Alat Kesehatan Yang Belum Memenuhi
Komitmen.

c. Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa;
d. Daftar Alat Kesehatan yang disalurkan
e. Berita Acara Pemeriksaan:

2. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen

izin usaha melalui Customer Service

Customer Service Memberikan informasi persyaratan

pemenuhan komitmen izin dan mengarahkan pemohon ke

SKPD Teknis

SKPD Teknis menerima dan memverifikasi berkas

permohonan, jika lengkap akan diproses, jika tidak

lengkap berkas akan dikembalikan kepada pemohon

Petugas Front Office Menerima berkas permohonan

lengkap dengan Rekomendasi

Petugas Back Offrce mengevaluasi dan memproses

persetujuan izin, apabila persyaratan lengkap izin akan

disetujui dan apabila tidak lengftap izin ditolak dan berkas

akan dikembalikan kepada pemohon.

Kasi memverifikasi dan memaraf persetujuan izin

Kabid memverifrkasi dan memaraf persetujuan izin

Kepala Dinas menandatangi persetujuan izin

Petugas Back Office memproses izin pada webform OSS

Petugas Customer Service menyerahkan izin yarrg sudah

memenuhi komitmen kepada pemohon

d.

c.

h.
:

j.

J. Jangka
waktu
Penvelesaian

Maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan
yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar
dan lensliap.

4. Biaya/ tarif Rp.O,00 (Nol rupiah)

5. Produk
Lavanan

Izin Toko Alat Kesehatan

6. Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. l,angsung dengan mengisi Form;

b, Website : http : / / dpmptsp. balangankab. go.id;

c. Email: dpmptsp.balangan@gmail.com;

d. Telepon: {0526l. 2028114;

e. Faxirnili: (05261 2O2aII4;
f. WhatsApp: 08125671335



Ruang lingkup penanganan pengaduan yang dilayani

meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan pelayanan;

b. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan;

c. penyalahgunaan wewenzrng dalarn pelayanan;

d. hambatan dalam pelayanan; dan

e. korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak

terbatas pada gratifkasi dalam kegiatan pelayanan.

Prosedur penanganan pengaduan adalah:

a. Verifikasi pengaduan;

b. Tindak lar{ut pengaduan; dan

c. Penjelasan tindak lanjut pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan pengaduan, saran

dan masukan adalah:

a. Petugas Front Office;

b. Kepala Seksi Pengaduan darr Informasi Layanan;

c. Kepala Bidarrg Pengaduan, Kebiiakan dan Pelaporan

Layanan;

a. Seketaris DPMPTSP dan Kepala Bidang lainnya; dan

b. KepalaDPMPTSP.

Sarana dan prasarana yang digunakan pada proses

p€nanganan pengaduan, saran dan nasukan adalah:

a. Ruang pengaduan;

b. Kotak saran;

c. Perangkat komputer yang dilengkapi intemet; dan

d. Telepon/faxirnili.

Unit organisasi yang mengampu tugas penanganarr

pengaduan, saran dan masukan adalah: Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan



KOMPONEN MANUFACTURING
NO KOMPONEN URAIAN

1 2 J

l. Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2O18
tentang pelayanan perizrnan berusaha terintegrasi secara
elektronik sektor Kesehatan Pasal 21

2. Sarana,
Prasarana, dan/
atau Fasilitas

a, Ruang pelayanan
b. Ruang laktasi dan disabilitas;
c. Ruang pengaduan;
d. Ruang perpu stakaan;
e. Musholla:
f. Toilet untuk umum dan disabilitasl
g. Halaman parkir roda 2 dan roda 4 untuk umum dan

khusus disabilitas;
h. Tangga landai untuk disabilitas;
i. Area bermain anak;
j. Meja dan kursi;
k. Rak arsip;
l. Perangkat komputer yang dilengkapi internet dan aplikasi

perizinan online;
m. Papan informasi elektronik;
n. Standing banner informasi perizinan;
o. Sistem antrian;
p. Kotak saran;
q. Leallet;
r. Media informasi;
s. AC;
t. Televisi;
u. Jaringan wili umum;
v. Telepon/faksimili;
w. Kursi roda;
x. Minuman gratis;
y. Tempat charge handphone.

3. Kompetensi
Pelaksana

a. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan,
dan santun);

b. Menguasai Standar Operasional Prosedur pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

c. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-
undangan terkait perizinan dan nonperizinan;

d. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik;

e. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan
baik;

f. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
g. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
h, Mampu mengoperasikal komputer dan perangkatnya;

dan
i. Memahami Denssunaan aolikasi perizinan online

4. Pengawasan
Internal

Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik
melalui rapat evaluasi bulanan dan rapat sewaktu-waktu
pada keadaan mendesak;
Dilakukan langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV
yang dapat dipantau dari ruang kerja Kepala DPMPTSP;
dan
Kepala Bidang melakukan verifrkasi dokumen perizinan
atau nonperizinan dan/ atau melalsanakan rapat Tim
Teknis kemudian melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

b.

D. Jumlah
Pelaksana

Petugas Customer Service, SKPD Teknis, Front Office,
Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Kepala



DPMPTSP (7 orane).
o Jaminan

Pelayanan
a. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan

yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta
didukung dengan SDM yang berkompeten dibidangnya
serta sararra dan prasarana yang memadai;

b. Melayani tanpa ada gratilikasi; dan
g. Jqrninar Delavanan bagi pemohon disabilitas

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

a. Keananan produk layanan dija:nin dengan menggunakan
kertas khusus yang berlogo DPMPISP Kabupaten
Balangan, memiliki nomor registrasi serta telah
digandakan sebagai arsip;

b. SK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga
dijamin keasliannya; dan

c. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar. Untuk perizinan
yang dikenakan tarif retribusi, DPMPTSP hanya
menerima bukti setor dari pemohon izin, yang mana
buki setor tersebut merupakan salah satu syarat untuk
penerbitan izin.

8. Evaluasi Kine{a
Pelaksala

Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan
minimal kine{a 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dan
selanjutnya akan Pelaksana dilakukan upaya perbaikan
untuk medaga dan meningkatkan mutu serta kine{a
pelavanan.



Jenis Pel,ayanan : 58. Surat Izin PrahlL Peraeat

PEI{YAM PAIAN PEI,AYANAN SERVICE DELIVER

Surat permohonan;
Fot.okopy KTP;
Fotokopi ijazah y ang dilegalisasi;
Fotokopi STRP yang masih berla l<u dan dilegalisasi asli;
Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik;
Surat pcrnyataan memiliki tempat praktik atau surat
kc terangan dari pirnpinarr fasilitas pelayanan kesehatan
tempat perawat berpraktik;

Persyaratan

Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

a.
b.

d.

h.

1.

j.

Pas foto terbaru dan bcrwarna dengan ukuran 4x6 (cmpat
kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
fafunaten/kota setempat atau pejabat vang ditunjuk;
Rekomendasi dari Kepala tempat praktil s.L-p"i;
Rekomendasi dari organisasi profesi; dan
SPPL (basi vans rrrr'Lf iL r'-'qndiril
Pemohon mengajukan per:rr.no.ran pemenuha"
komitmen izin usaha melalui Custorner Service
Custontcr Scrvice Meubcrikal inlunnasi persvaralatr
pemenuhan komitmen ain d,an mengarahkan p"_ofron
ke SKPD Teknis
SKPD Teknis menerima dan memverilikasi berkaspermohonan, jika lengkap akar diproses, 1.ika 

- 
tidak

le ngkap berka s akan d fiemba I ika n k.p";; ;; _;l;"Petugas Front o{fice Menerima berkas' ;;;;;o"""lengkap dengan Rekomendasi

f.

h.
i.

Petugas Customer Service nenyerahkan izin yang sudahdi syahkan

Vol rupiahl
Surat lzin praktik perawat

Pengaduan, saran dan masukan aapai aiwampait<-an ,nelatui:

letrrqss- R;J=offi;*'il'i;i;:::'Tiff'ilil Aprikasi Si ICantik 'r" ir.rrr\''

.!:lg:r,,q rlengarr rrrengisi Frrrrn;

X:?:],": htlp:/ /dpm prsp. balangankab. go.id;Ema : (t pmpt sp. bala ngan@gmail.com;'letepon: (0.5261 20281 14:
Faximili: (O526l,ZO,28 lira;
WhatsApp:08125671335

l:ffiiUU,"*U"O 
penanganan pengaduan vang dilayani

Petugas Back Ofiice mengevaluasi clan memprosespersetuJuan izin, apabila persyaratan lengkap izin akandisetujui dan apa6 a ua* i."gr."p'Li""'Tir"?i o."bcrkas akan dikembalikan kcpada*pemoho;. --**^
Kasi memverifikasi dan memaraf p6rsetujuan izinKabid memverifikasi dan -e-a.af p.rs"t:q1."; ;;Kepala Dinas- menandatangr persetuJuan Zin

peLaksalaan kegiatan pelayanan;

:111"1 9r" prasarana penunjang kegiatan pelayanarr;penyalahgunaan wewenang Oatam pJrayan;; -'
hambatan dalam pelayanan; dan
korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidakterbatas pada grarifikasi dalam k.Ci"d;;h;;;:"

L

Penanganan
Pengaduzrn,
Saran dan
masukan

<^.

b.
C.

d.

f.

a.

Maksimal 6 Gna-t hi; kerl.a dJak p"rdh.nan yarg
*t]13ryt berkas persyaratan diteriria ai"g",r"i,".,*. a^,

Prosedur penanganan pengadual adalah



b. Tindak lanjut pengaduan; dan
c. Penjelasan tindak lanjut pengaduan.

SDM yalg mengampu tugas penanganan pengaduan, saran
dan masukan adaLah:

a. Petugas Front OIhce;
b. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanal;
c. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan;
d. Seketaris DPMPISP dan Kepala Bidang lainnya; dan
e. Kepala DPMPTSP.

Sarana dan pras<1rana yang digunakan pada proses
penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:
a. Ruang pengaduan;
b. Kotak saran;
c. Perangkat komputer yang dilengkapi internet; dan
d. Telepon/ faximili.

Unit organisasi yang mengampu tugas penanganan
pengaduan, saran dan masukan adal,ah: Bidang Pengaduan,

dan



2.

Dasar Hukum

Sarana,
Prasarana, dan/
atau Fasilitas

? Kompetensi
Pelaksana

i
I

i

l

i

I

..-l
salam, sapa, l

KOMPONEN MANUFACTURING

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
38 'l'aiun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 9 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangal Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Perizinan Tenaga kesehatan, sertifikasi
temDat sarana an kesehatan.
a. Ruang pela-l-anar
b. Ruang laktasi dan disabilitas;

Ruang pengaduan;
Ruang perpustakaan;
Musholl,a;
Toilet untuk umum dan disabilitas;
Halaman parkir roda 2 dan roda 4 untuk umum dan
khusus disabilitas;
Tangga landai untuk disabilitas;
Area bermain alak;
Meja dan kursi;
Rak arsip;
Perangkat komputer yang dilengkapi intemet dan
aplikasi perizinan online;
Pa pan informasi elektronik;
Standing banner informasi perizinan;

o. Sistem antrian;
p Kotak saran;
q. tfaflet;
r. Ivledia informasi;
S. AC;
t. Televisi;
u. .laringan wifi umum;
v. Telepon/ faksimili;
\4'. Kursi roda;
x. Minuman gratis;

hand
a. Berpenampilan menarik (senyum,

sopan, dan santun);
Menguasai Stardar Operasional prosedur pelayanan
pt'rizinan dan nonperizina n:
Memiliki pengetahuan tentang peratura:r perundang,
undangan terkait perizinan dan nonperizinan;
Memilil<i pengetahuan mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik;
Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
dengan baik;
Mampu berkoordinasi dengan elbktif dan efisien;
Memiliki kemampuan kerjasama tim;
Mampu mengoperasikan komputer dan
perangkatn-1za; dal1

r. Memahami online
Kepaia DPMPTSP melakukan pengawasan

d.

g.

h.
l.
i

L

m.
n.

tr.

d.

f.

c.
h.

periodik melalui rapat evaluasi bulanan dan
sew-aktu-waktu pada keadaan mendesak:
Dilakukan langsung oleh Kepala DpMpTSp melalui
CCTV yang dapat dipantau dari ruang kerja Kepala
DPMPTSP; dan
KepaLa Bidang melakukan verifrkasi dokumen
perizinan atau nonperizinal dal/atau melaksanakan
rapat fim 'feknis kemudian melaporkan kepada
Kepala DPMPTSP.

secara
rapat

b.

Petugas Customer Service, SKpD Teknis,
Back O{frce, Kepala Seksi, Kepala Bidang,

Front OIIice,
dan Kepala

DPMPISP

Penganvasan
Intemal

.laminnn a. f)iurrirrdkan dalnm ktralitns lar.'nnan qlan nr6drrk



Pelayanan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur serta didukung dengan SDM yang
berkompeten dibidangnya serta sarana dan prasarana

b. yang memadai;
c. Melayani tanpa ada gratifikasi; dal

Jaminan oelavanan bagi oemohon disabilitas
7. Jaminan

Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Keamanan produk layanan dijamin dengalr
menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPISP
Kabupaten Balangan, memiliki nomor registrasi serta
telah digandakan se baga i arsip;
SK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga
dijamin keasliannya; dan
Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan lia.r. Untuk
perizinan yang dikenakan tarif retribusi, DPMP|SP
hanya menerima bukti setor dari pemohon izin, yalg
mala bukti setor tersebut merupakan saLah satu
syarat untuk penerbitan izrn.

8. Bvaluasi Kine{a
Peiaksana

Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan
minimal kine{a 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dan
selanjutnya akan Pelaksana dilakukan upaya
perbaikal untuk menjaga dan me ningkatkan mutu
serta kineria pel,avanan.


